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DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kfeditnya, perlu
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan .  Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lefnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2797); '

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repliblik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121); '
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332); ' '
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);
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Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia -
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas L1ngkungan Hidup dan Angka
Kreditnya;
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MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMAS!I BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri
Sipil.

2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil
yvang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan vyang
dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, . pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan
hukum.
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Tahapan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan
yang meliputi persiapan pengawasan lingkungan hidup,
pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dan tindak
lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang
disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan
dengan tugas dan syarat jabatan.

Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas
penguasaan kompetensi di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh satuan
pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh
lembaga yang berwenang.

Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/penelitian terkait dengan
jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang
disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas
suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan
tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi,
analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran
pemecahannya.

Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, negara
asing, atau organisasi ilmiah nasional, regional, atau
internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya . didasarkan pada disiplin ilmu
pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas
rendah adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
dampaknya kurang signifikan dan memerlukan tingkat
kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan
tingkat dasar.

Tugas pengawasan lingkungan hidup dehgari kompleksitas
sedang adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat

~ ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

dampaknya cukup signifikan dan memerlukan tingkat
kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan
tingkat lanjutan. '
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13. Tugas pengawasan lingkunga{n hidup dengan kompleksitas
tinggi adalah melaksanakan penilaian terhadap -tingkat
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
dampaknya signifikan, dan memerlukan tingkat kompetensi
yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat
lanjutan serta pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan
lingkungan hidup.

14. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas
menilai prestasi kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

15. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang Pengawas Lingkungan Hidup dalam
rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang pengawasan hngkungan h1dup pada
instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara
langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan
Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk
dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.
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Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat
Pasal 5

Jenjang jabatan dan pangkat Pengawé.s Lingkungan Hidup,

yaitu:

a. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama:

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda:

1.
2.

Penata, golongan ruang IlI/c; dan

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengawas Lingkungan Hidup Madya:

1.
2.
3.

Pembina, golongan ruang IV/a;
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI
Pasal 6

Rincian kcgiataﬁ Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan
jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama,
yaitu:

1.

2.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka persiapan pengawasan sebagai anggota.

Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan.

Menyiapkan formulir Berita Acara (BA).

Mempersiapkan peralatan pengawasan (a.l. kamera, GPS,
videocam).

Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan
peralatan sampling.

. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat.

Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan.
Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin
didapat dari' pengawasan.

Melakukan 'pelaksahan pengawasan lingkungan vhidup
dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota.
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Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
manufaktur pada skala kompleksitas rendah.

Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan - lingkungan dengan mengawasi kegiatan
prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah.
Melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemafan dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro
industri pada skala kompleksitas rendah.

Mengawasi Kegiatan pertambangan energi dan migas
yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan pada skala kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan
melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan
B3 pada skala kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses
produksi B3 terhadap housekeeping. |
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan
peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas
rendah.

Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas
rendah.

Melakukan pengawasén penaatan pelaksénaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
alat angkut (transportasi) limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
manifest limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut
bumi. . |
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32.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel
(tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut)

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
neraca limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
penimbunan limbah B3 land fill kelas 3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra
kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan
dilakukan pengawasan.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian’ pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah
pada skala kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala
kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure
(SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah
(TPAL).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala
kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam
ijin pembuangan air limbah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan

pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala
kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan = pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang
dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya.
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Melakukan pengawasan peﬁaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada
skala kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan posisi lubang pengaznbilan sample emisi
serta sarana prasarana pengambilan sample.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
(scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala
kompleksitas rendah.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien,
kebauan, kebisingan dan getaran.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan
melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber
bergerak.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan  pemeriksaan  sumber-sumber
penghasil limbah padat non B3 dan/atau sarnpah jenis,
jumlah dan pengelolaannya.

Melakukan pengawasan penaatan - pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala
kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST
pengolahan sampah (a.l. pemilahan sampah).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan
melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona
perakaran dan tanah / batuan penutup
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Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan
melakukan pemeriksaan pengendalian erosi. ‘
Melakukan , pengawasan penaatan bidang ekosistem
perairan darat dengan melakukan pengawasan
eksosistem perairan situ.

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
kualitas air laut. '
Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas
pengelolaan limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian
pencemaran air. _
Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian
pencemaran udara.

Melakukan perigawasan penaatan sistemvtangg'ap darurat
dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau
perkebunan.

Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat
dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pesisir dan laut.
Melakukan pengambilan sampel air limbah composite
sample. '

Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample.
Melakukan pengambilan sampel B3 composite sample.
Melakukan pengambilan sampel B3 grab sample.
Melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite
sample.

Melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample.
Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ)
pada skala kompleksitas sedang.

Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi
pabrik, IPAL).

Pembuatan gambar sketsa.

Menyusun berita acara pengawasan.

Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota.
Pengiriman contoh uji ke laboratorium.

Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala
kompleksitas rendah.

Melakukan penyusunan riwayat penaatan.
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Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan
kepada perusahaan. '
Melakukan penyusunan konsep  surat sanksi
administrasi berupa teguran.

Menjadi saksi di proses penyidikan.

Menjadi saksi di pengadilan.

Melakukan pemantauan = pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau
putuséln pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada
skala kompleksitas rendah. '

Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari
perusahaan.

Melakukan evaluasi laporan vang  disampaikan
perusahaan. ' '
Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi.

. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Muda, yaitu:

1.

2.

w

10.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka persiapan pengawasan sebagai ketua.

Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan.

Menyiapkan formulir Berita Acara (BA)

Menyusun telaahan melalui pératuran perundang-
undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan
lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan.

Melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui
persiapan peralatan penyelaman.

Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat
dari pengawasan.

Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi
pengawasan lainnya.

Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui
pertemuan pendahuluan sebagai anggota.
Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui
pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL,
UKL, UPL, perijinan dan dokumen lingkungan lainnya).
Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan

kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
manufaktur pada skala kompleksitas sedang.



11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
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Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang.
Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro
industri pada skala kompleksitas sedang.

Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
pertambangan energi dan migas menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala
kompleksitas sedang.

Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
transportasi. :

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan
gudang/tempat penyimpanan B3 dengan skala
kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana
transportasi B3 . o

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses
produksi B3 melalui inventory bahan yang digunakan.
Melakukan * pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses
produksi B3 melalui inventory bahan yang diproduksi.
Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan
penggunaan B3 . -
Melaksanakan pengawasan penaatan = pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan
peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas
sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

- pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan

pemanfaatan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang.



24.

25.

26.

-27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
pengolahan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
kegiatan ekspor impor limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
tank cleaning.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan
tumpahan limbah B3 dilaut melalui pemeriksaaan
pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan diwilayah
pesisir). :

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan
penimbunan limbah B3 land fill kelas 2.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah
pada skala kompleksitas tinggi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala
kompleksitas sedang. _ '
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala
kompleksitas tinggi. ‘

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala
kompleksitas sedang. _ ‘

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air dengan melakukan
pemeriksaan neraca penggunaan air. ’ :
Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada
skala kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan
pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
(scrubber, precipitator, bag house) pada skala
kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan melakukan



37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.
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pemeriksaan continuous emission monitoring system
(CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku
mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan
secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan
baku.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan
melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi kebisingan
sumber bergerak. -
Melakukan pengawasan penaatan ', pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
limbah padat non B3 dan/atau sampah pada skala
kompleksitas tinggi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui
pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate).

Melakukan  pengawasan periaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended
Produsen Resposibilty (EPR).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan
melakukan pemeriksaan lubang galian tambang
(kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan
pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka
penyiapan lahan.

Melakukan pengawasan penaatan = pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan
pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian
kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap,
sumber air, peringatan dini, peralatan pemedam). =
Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan
sertifikasi keanekaragaman hayati wuntuk produk
rekayasa genetika (PRG).

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen dan informasi

pemasukan/pengeluaran produk rekayasa genetika.

Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem |
perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem
perairan danau/waduk.



47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

' 63.

64.
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Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem
perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem
sungai.

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan
pada skala kompleksitas sedang.

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan.
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan.
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem pantai yang mengalami kerusakan.

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran.
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran.
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran.
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem pantai yang mengalami pencemaran.
Melakukan pengawasan penaatan pélaksanaan sistem
tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi
pengelolaan B3.

Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui
composite sample.

Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui grab
sample.

Melakukan pengukuran parameter dilapangan (In-situ)
pada skala kompleksitas tinggi.

Membuat rekaman audio visual.

Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan -

berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran
In-situ.

Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala
kompleksitas sedang.

Melakukan penyusunan konsep surat . sanksi
administrasi berupa paksaan pemerintah. '

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (é.ntara lain
penyidik). '
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65. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau
putusan perngadilan yang berkekuatan hukum tetap pada
skala kompleksitas sedang.

66. Melakukan pengolahan data.

67. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan
sebagai peserta.

. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Madya,

yaitu:

1. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan.

2. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA).

3. Menyusun telaahan kasus lingkungan hidup.

4. Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat
dari pengawasan.

5. Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada
lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada
(overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi

_ pengawasan).

Melakukan pertemuan pendahuluan, sebagai Ketua.

7. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
menufaktur pada kompleksitas tinggi. - '

o

8. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan
prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi.

9. Melakukan pemeriksaan terhadap = sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro
industri pada kompleksitas tinggi. '

10. Melakukan pemeriksaan' terhadap sumber-sumber
kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan -
pertambangan energi dan migas - menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada
kompleksitas tinggi.

11. Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3. dengan melakukan pemeriksaan

. gudang/tempat penyimpanan B3 pada kompleksitas
- tinggi. o

12. Melakukan pengawasan periaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses
produksi B3 melalui handling (penanganan bahan).



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Melakukan - pengawasan penaatan  pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan peredaran
B3 pada skala kompleksitas tinggi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan B3 melalui pengawasan terhadap
pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber-
sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaian
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan tempat
penyimpanan limbah B3 pada kompleksitas tinggi.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan
pengumpulan limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan
pemanfaatan limbah B3 pada kompleksitas tinggi.
Melakukan  pengawasan  penaatan  pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengolahan
limbah B3 pada kompleksitas tinggi.

Melakukan  pengawasan  penaatan - pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan dumping
limbah B3. '
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan Reception
Facility (RF) di pelabuhan. '

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3  melalui pengawasan lahan
terkontaminasi dan clean up limbah B3.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan tumpahan
limbah B3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk
penghentian sumber pencemar dan pengisolasian
pencemaran.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan
limbah B3 pada commisioning.

Melakukan pengawasan penaatan - pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan
limbah B3 pada Land fill kelas 1.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3  melalui pemeriksaan pasca:
penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill).
Melakukan pengawasan - penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan
sarana pengolahan air limbah pada kompleksitas tinggi.



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

30,
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Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan
sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi.
Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan
sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas
tinggi. _

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan
sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber,
electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi.
Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan
kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak
melalui cerobong (fugitive emission).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan
pemanfaatan gas methan. '
Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah
melalui pemeriksaan sarana Iiemanfaatan sampah
sebagai sumber energi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui
pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada
lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas
reklamasi). ’

Melakukan pengawasan penaatan  pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui
pemeriksaan kegiatan reklamasi.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui
pemeriksaan kegiatan pasca tambang.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui
pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan
(topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat
tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut).

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan
kegiatan pemulihan kerusakan lahan. '



40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

S50.

S1.

52.
S53.
54.
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Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pengkajian
resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesi¢s
asing.

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pengawasan penaatan
pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin
introduksi jenis asing.

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan
pemanfaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG).
Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan
pemanfaatan jenis asing PRG.

Melakukan ‘ pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan

pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan
yang telah memperoleh ijin.

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui perheriksaan kegiatan
monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman
hayati. 7
Melakukan pengawasan penaatan ‘bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan- dampak
PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary
protokol nagoya - kuala lumpur). '
Melakukan pengawasan penaatan - bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan
pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika
terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan.

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui  pemeriksaan
pelaksanaan pengelolaan jenis asing.

Melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan

pembangunan taman keanekaragaman hayati.

Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem
perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa. ‘
Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut
melalui pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem
terumbu karang yang mengalami kerusakan pada
kompleksitas tinggi.

Melakukan penghentian pelanggaran tertentu.

Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua.

Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada
kompleksitas tinggi.
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55. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi
administrasi melalui pembekuan izin lingkungan.

56. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi
administrasi melalui pencabutan izin lingkungan.

57. Menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ahli.

58. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada
kompleksitas tinggi.

59. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan
sebagai pembicara.

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas
Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pengawas Lingkungan Hidup lain yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan Kkegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang berséngkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal T,
ditetapkan dengan ketentuan:

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas
pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar |
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan; atau :

b. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan .tugas
pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu :
Pejabat yang Berwenang Mengangkat
Pasal 9
Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang

berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama Kali
Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup harus -
memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di
bidang ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lain yang
kualifikasinya  ditetapkan oleh  Menteri Negara
Lingkungan Hidup; ' |

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang I11/b; ' .

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1)

angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh).

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal

dan tugas pokok.

Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan

formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dari Jabatan Lain
Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari javbatan lain ke

dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1); |

b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan lingkungan
hidup paling sedikit 2 (dua) tahun; '



(2)

(3)

(4)

(3)
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c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
d. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup. -
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. '
Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak
melaksanakan tugas di bidang pengawasan lingkungan
hidup, sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan
yvang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

(1)

(2)

(1)

Pasal 12

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Pengawas Lingkungan Hidup wajib mencatat dan
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

Bahan penilaian angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup
disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat
struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat

fungsional yang bersangkutan atau pejabat lain yang

ditunjuk kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit.
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Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan usul
penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai
dengan Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan

Hidup harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, . dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan Kkegiatan pengawasan
lingkungan hidup, dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini;

c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan’

d. surat perhyataan melakukan kegiatan penunjang tugas
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 14
Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit,
terdiri dari:
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
Unsur Utama terdiri dari;
a. Pendidikan;
b. Pengawasan lingkungan hidup; dan

c. Pengembangan profesi.



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Unsur penunjang terdiri dari:

a. mengajar/melatih/tutor/fasilitator dibidang pengélwasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;

b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang pengawasan lingkungan dan penegakan hukum
lingkungan;

c. peran serta dalam ekspose pengawasan lingkungan dan
penegakan hukum lingkungan;

d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

e. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan

memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 15

Setiap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup harus dinilai secara seksama
oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai
angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'l
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas ,Lingkungan Hidup
dan Angka Kreditnya. '

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.

Pasal 16

Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling kurang 1
(satu) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling kurang 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kenaikan pangkat periode April angka’ kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan; dan

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.



(1)

(2)
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Pasal 17

Penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan

kepada :

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Lingkungan Hidup yang
bersangkutan; '

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris
Direktorat Jenderal yang membidangi jabatan fungsinal
Pengawas Lingkungan Hidup;dan '

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

(1)

TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 18
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I
yang ditunjuk bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi
lain. -

b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat -
eselon II vang membidangi jabatan fungsional di
Kementerian Lingkungan Hidup bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan -
Hidup.



(2)

3
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c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan
Hidup bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IiI/b
sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup 'Madya, ‘
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
instansi pusat.

d. Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup
Provinsi bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Provinsi. '

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon
II yang membidangi lingkungan hidup bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata -Muda
Tingkat I, golongan ruang IlII/b sampai dengan Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang [V/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. |

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat

yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepéla Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 19

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhalangan
sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu
tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab
di bidang pengawasan lingkungan hidup setelah mendapatkan

delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit. ’



(1)

(2)

(3)

(4)

-28 -

Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 20

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam
menjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup bagi Menteri Negara Lingkungan
Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon 1II yang

' membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup atau pejabat eselon 1I yané
membidangi jabatan fungsional di @ Kementerian
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Unit Kerja.

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon II yang
membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar
Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi.

. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawaé

Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon II yang
membidangi lingkungan hidup Provinsi, yang
selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup bagi Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota. ' :

Apabila tim penilai kabupaten/kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai
kabupaten/kota lain terdekat, provinsi lain terdekat atau
tim penilai unit kerja

Apabila tim penilai provinsi belum terbentuk, penilaian -
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai provinsi lain
terdekat atau tim penilai unit kerja.

Apabila tim penilai Instansi belum terbentuk, penilaian
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai unit kerja.
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Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan
oleh:

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I
untuk tim penilai pusat.

b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat
eselon II yang membidangi . jabatan fungsional di
Kementerian Lingkungan Hidup untuk tim penilai unit
kerja.

c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan
Hidup untuk tim penilai instansi.

d. Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup
provinsi untuk tim penilai provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon
II yang -membidangi lingkungan hidup untuk tim penilai
kabupaten/kota.

Pasal 21

Syarat untuk dépat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai

yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
dan

c. dapat aktif melakukan penilaian secara terus menerus.

Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui
masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim
Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara
definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang

berwenang menetapkan Tim Penilai.
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Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
pengawasan lingkungan hidup, unsur kepegawaian, dan
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. '
Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis
yang membidangi pengawasan lingkungan hidup;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris fnerangkap anggota dari wunsur
kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d,

untuk: '

a. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup pusat, unit kerja dan instansi paling sedikit 2
(dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup; dan '

b. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1
(satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi,

maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain
yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Tata kerja tim penilai dan tata cara periilaian angka kredit

jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diatur oleh

Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Pimpinan

Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup.

Pasal 22

Tugas pokok Tim Penilai Pusat:

a. membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup atau
pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka
kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat‘
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b dan pangkat
Pembina ' Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi
lain; dan |
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I
yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi
pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan
fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dalam
menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan
Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat eselon 1I yang membidangi pembinaan jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat
eselon II yang membidangi jabatan fungsional di
Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi:

a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi tugas
pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian
Lingkungan Hidup dalam menetapkan angka kredit bagi
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan
lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan
Hidup yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi:

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu
Pejabat eselon II yahg membidangi lingkungan hidup
Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembma golongan
ruang IV/a di lmgkungan Prov1n51, dan
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup
Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:

a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon
II yang membidangi lingkungan hidup dalam
menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan
Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, goIongan
ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon
II yang membidangi lingkungan hidup yang
berhubungan dengan  penetapan angka  kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 23

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin
oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang kepegawaian. '

 Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan

pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pasal 24

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan. |

Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab
kepada Ketua Tim Penilai.

Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
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Bagian Ketiga
Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan yaitu:

a.

Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon
II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian

Lingkungan Hidup, pejabat eselon II yang membidangi' tugas

pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian
Lingkungan Hidup, pejabat eselon II yang membidangi
lingkungan hidup Provinsi, dan Sekretaris daerah
Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi
lingkungan hidup kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup
atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk untuk angka kredit
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan instansi lain.: ‘ v

Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah
eselon III kepada pejabat eselon II yahg membidangi
pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama,
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai
dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup.

Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah
eselon IIl kepada pejabat eselon II yang membidangi tugas
pengawasan lingkungan hidup untuk angka kredit Pengawas
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan
Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di
lingkungan instansi pusat.

Pejabat yang membidangi lingkungan hidup pahng rendah -
eselon III kepada pejabat eselon II yang membidangi
lingkungan hidup Provinsi untuk angka kredit Pengawas
Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang llI/b sampai dengan Pengawas Lingkungan
Hidup Madya, pangkat Pembma, golongan ruang IV/a di
lingkungan Provinsi.
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e. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah
eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau
pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup untuk
angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus
dipenuhi oleh setiap Pengawas Lingkungan Hidup untuk
kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan
formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka.kredit berasal
dari unsur penunjang.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 28
(1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
dapat dipertimbangkan apabila:
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
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Kenaikan jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
masing-masing.

Keputusan kenaijkan jabatan dalam jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup setingkat lebih tinggi di buat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti dan lulus
uji kompetensi.

Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup selaku instansi pembina jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. '

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan kompetensi = dan
profesionalisme pejabat fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi wajib
mengikuti dan lulus pendidikan - dan pelatihan sesuai
dengan jenjang jabatan. _

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup selaku pimpinan instansi pembina jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat
Pasal 31

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian -
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar  Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
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Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk
menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara. _

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang II1/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang
IIl/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya,
pangkat Pembina Tingkat [ golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat  Pembina
Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang
III/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya,
pangkat Pembina Tingkat 1 golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan ' pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi
pangkat Penata, golongan ruang IlI/c sampai dengan
pangkat Penata Tingkat I golongan ruang I/ d, ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas
Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
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Pasal 32

Pengawas ngkungan Hldup yang’ mem111k1 angka kred1t_ k
melebihi angka kred1t yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setlngkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat berikutn‘ya.

Kenalkan pangkat bagl Pengawas Lingkungan Hidup dalam

. Jen_]ang jabatan yang Jebih t1ngg1 dapat dlpertlmbangkan'

apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. v

Pasal 33

Pengawas Lingkungan H1dup pada tahun pertama telah
memenubhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat dalam masa jabatan/ pangkat
yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib
mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua
puluh  persen) dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi -yang berasal dari tugas - pokok Pengawas
Lingkungan Hidup. ' |
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak
menduduki jabatan/pangkat Wajib mengumpulkan paling
kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok dan penéembanga_;n profesi.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bag1an Kesatu N
Pembebasan Sementara
Pasal 34
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan
Pengawas L1ngkungan H1dup Madya, pangkat Pembina
T1ngkatI golongan ruang IV/ b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas
Lingkungan Hidup yang jabatannya lebih rendah dari
pangkat yang dimiliki.
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Contoh:

Saudari Sagita, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b, terhitung mulai tanggal 01-12-2011, jabatan Kepala
Bidang Pengawasan Lingkungan pada Kementerian
Lingkungan Hidup, dipindahkan ke dalam jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, terhitung
mulai tanggal 01-03-2012 dengan angka kredit sebesar 385
(tiga ratus delapan puluh lima). Mengingat jabatan Saudari
Sagita lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Muda terhitung sejak 01-03-2012 sampai dengan 01-03-
2017 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif
untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni
Pengawas Lingkungan Hidup Madya angka kredit 400
(empat ratus), maka yang bersangkutan terhitung mulai
akhir bulan Maret 2017 dibebaskan sementara dari jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Muda.
Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata

" Muda, Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan

Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas
Lingkungan Hidup yang akan mendapatkan kenaikan
pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:

Saudara Fadli, SH pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 01-04-2012,
bekerja pada Dinas Pengawasan Pengelolaan Lingkungan
Kabupaten  Banyuwangi,  terhitung mulai tanggal
01-05-2012 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan

- Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata

Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan jumlah
angka Kkredit sebesar 150 (seratus lima puluh). Apabila

~ dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam

jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
yaitu 01-05-2012 sampai dengan 01-05-2017 tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan
ruang III/c dengan angka kredit 200, maka yang
bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Mei 2017
dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup jenjang Pertama.
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Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata
Muda, Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan
Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b , dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila telah S (lima) tahun dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pengawas Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudari Titi, SH, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
terhitung mulai tanggal 01-04-2012, diangkat sebagai
pejabat fungsional Madya, yang bersangkutan pernah naik
pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01-04-2016
dengan angka kredit 600 (enam ratus), apabila dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 01-04-2016
sampai dengan 01-04-2021 tidak dapat mengumpulkan
angka kredit kumulatif untuk naik pangkat setingkat lebih
tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan
terhitung mulai akhir bulan April 2021 dibebaskan
sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup jenjang Madya.

Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas
pokok dan pengembangan profesi.

Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengawas
Lingkungan Hidup dibebaskan sementara dari jabatanny:
apabila: : :

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri' Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
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Pembebasan sementara bagi Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap
angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas
waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini. -
Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan
Pasal 35
Pengawas Lingkungan Hidup yang dijatuhi hu_kuman
disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan
tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali -
Pasal 36

Pengawas Lingkungan Hidup yang telah selesa1 menjalani

- pembebasan sementara karena:
- a. telah S (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan
bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup
yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama
sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
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c. telah 5 (lima) tahun dalam pa_ngkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas
Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan kenaikan
pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua
puluh) angka kredit dari tugas pokok dan
pengembangan profesi untuk Pengawas Lingkungan
Hidup Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup, apabila telah mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan.

Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara
karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai 'Negeri
Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup apabila berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
pidana percobaan. '
Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup, dapat diangké.t kembali
dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara
karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat
diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani cuti di
luar tanggungan negara.

Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara
karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XII yang merupakan bagian tidak terp1sahkan dari
Peraturan Bersama ini. ‘
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Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka
kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka
kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam
pembebasan sementara,

Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2} dan ayat (4) menggunakan
angka kredit terakhir yang dimiliki; dan

Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke
dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan
angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan
angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh
selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 38

Pengawas Lingkungan Hidup = diberhentikan dari

jabatannya, apabila: _ .

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkah
angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya
lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana “dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat. lebih
tinggi bagi . Pengawas Lingkungan Hidup yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat
dalam jabatan terakhir.

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat
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setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup
yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 34 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan.
Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pasal 39

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB IX
INPASSING/PENYESUAIAN DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 40

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 telah dan masih
melakukan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup
berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat
diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup melalui inpassing/penyesuaian dengan
ketentuan: .

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;

b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang I1I/b;

c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan -dasar
Pengawas Lingkungan Hidup;

d. telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan
lingkungan hidup paling sedikit 2 (dua) tahun;

e. sesuai dengan ketentuan formasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka
Kreditnya; dan
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4)
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f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir. |

Jumlah angka kredit inpassing/penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan _berdasarkan pada

pendidikan, pangkat/golongan ruang, dan masa kerja
pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam

Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun

2011.

Masa kerja dalam pangkat/golongan ruang sebagai dasar

perhitungan angka kredit kumulatif inpassing/penyesuaian

sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 dihitung dalam

pembulatan ke bawah, yaitu: ' .

a. masa kerja dalam pangkat/golongan _ruang kurang dari
1 (satu) tahun masuk dalam kolom kiirang 1 (satu)

~ tahun;

b. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 1 (satu)
tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk
dalam kolom 1 (satu) tahun;

c. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 2 (dua) tahun
sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam
kolom 2 (dua) tahun;

d. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 3 (tiga) tahun
sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk
dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan

e. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 4 (empat)
tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam
Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pcndaya'gﬁnaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2011, hanya berlaku sekali selama masa
inpassing/penyesuaian.

Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai
Negeri Sipil yang diinpassing/disesuaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan

inpassing/penyesuaian perlu mempertimbangkan formasi
jabatan.



(6)

(1)

(2)

-45 -

Keputusan inpassing/penyesuaian dalam jabatan dan
angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
mengangkat dan memberhentikan Pengawas Lingkungan
Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 41

Inpassing/penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di
lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai
tanggal 1 Agustus 2012 dan harus selesai ditetapkan paling
lambat tanggal 31 Juli 2013 dengan ketentuan berlakunya
surat keputusan inpassing/penyesuaian terhitung mulai
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa
inpassing/penyesuaian telah dapat dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam
jabatan dan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup
terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
agar dalam inpassing/penyesuaian jabatan dan angka
kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup tidak dapat menduduki jabatan
rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan
struktural. '

Pasal 43

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas -
Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup selaku
Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. menetapkan petunjuk teknis pelaksan'aan jabatan

fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
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b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;

c. menetapkan standar kompetenSi jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;

e. mengusulkan batas wusia pensiun jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

f. mensosialisasikan jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan petunjuk pelaksanaannya;

g. menetapkan kurikulum pendidikan dan = pelatihan
fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Lingkungan
Hidup;

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis bagi Pengawas Lingkungan Hidup;

i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;

k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan

fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

m. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup; dan

n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut
oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
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CONTOH
KEPUTUSAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
MENTER]/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTAY*)
NOMOR :..oiiirriiiirreitiainrieriisiaresesseneas
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara ................ dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup ...ccocvvvevvrnnnns H

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dehgan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasn Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor.......ccecoerernanens dan Nomor

a & &N

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ............ mcngangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golru/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan...................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan unmk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



CONTOH
KEPUTUSAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG :
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

o on wo

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :eveeeveneererrreseeesesesssssssssssasesene
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN

DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

MENTER!/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagaimana Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara ................ dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup ..covevvnvninnnn ;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 secbagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah' dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagmmana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor......ccccevessenennns dan Nomor ......ceceervirernninieinrnnescienenes

o & 0N

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ............ mcngangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golru/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan..........cccccovenniinninnnens

Apabxla kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ‘diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya,

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :.......ccoiverenniennes
Pada Tanggal :......ccccoovuvninnnnees

NIP.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu



LAMPIRAN III-A

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG '

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA

NOMOR :

INSLANSI | cevenervireiieicecrranrrrireaaeens Masa penilaian Bulan ........ s/d .cevvnennne Tahun .........
NO _KETERANGAN PERORANGAN

1 [Nama ' :

2 INIP

3 |Nomor Seri Kartu Pegawai

4 |Tempat dan Tanggal Lahir

5 |Jenis Kelamin

6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya

7 {Pangkat/Golongan Ruang/TMT

8 |Jabatan Pengawas Sekolah/TMT

9 [Masa Kerja Golongan Lama

asa Kerja g o
10 |Unit kerja
UNSUR YANG DINILAI ‘ - _
_ ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 [ - 7 8

I {UNSUR UTAMA

1 |PENDIDIKAN

A. |Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah
1 |Doktor (S3)

2 [Magister (S2)

3 |Sarjana {(S1)/Diploma IV

B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641 - 960 jam
lamanya antara 481 - 640 jam
lamanya antara 161 - 480 jam

Gl -

lamanya antara 81 -160 jam

6 |lamanya antara 30 - 80 jam

C. |Pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III
2 |PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

A |Pengawasan Langsung

1 |Persiapan pengawasan lingkungan hidup

a |Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka persiapan pengawasan, sebagai anggota

b |[Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan

¢ |Menyiapkan formulir Berita Acara (BA)
d {Mempersiapkan peralatan dan bahan
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UNSUR YANG DINILAL

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

TIM PENILAI

LAMA

JUMLAH

BARU

JUMLAH |

2

3

BARU
4

2

7

8

1) {Persiapan peralatan pengawasan (a.l. kamera,
GPS, videocam)

2) |Persiapan peralatan sampling

Mengkalibrasi dan memeriksa kadaluarsa dari :

1) {Alat

2) .|Bahan

-

Mehyiapkan checklist data dan informasi yg ingin
didapat dari pengawasan

Pelaksanaan pengawasan linglkungan hidup

a

Melakukan pertemuan pendahuluan sebagai

b

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan.

1) |[Mengawasi kegiatan manufaktur, kompleksitas
rendah

2) IMengawasi kegiatan prasarana dan jasa,
kompleksitas rendah

3) [Mengawasi kegiatan agro industri,
kompleksitas rendah

4) [Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan
migas menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan linglkungan, kompleksitas rendah

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1) |Melakukan pemeriksaan gudang/ tempat
penyimpanan B3, kompleksitas rendah

2) |Melakukan pengawasan proses produksi B3,
housekeeping

3) {Melakukan pengawasan peredaran B3,
kompleksitas rendah

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3

1) |Melakukan pengawasan sumber - sumber
limbah B3, kompleksitas rendah

2} |[Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan
limbah B3, kompleksitas rendah

3) [Melakukan pemeriksaan alat angkut
(transportasi) limbah B3

4) |Melakukan pemeriksaan manifest limbah B3

5) [Melakukan pemeriksaan proses produksi migas
dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi

6) |Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3
di laut

a) |Pengambilan sampel (tumpahan, air laut,
dan sedimen dasar laut)

7) |[Melakukan pemeriksaan neraca limbah B3

8) [Melakukan pemeriksaan penimbunan limbah

[a) [Land fill kelas 3

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

ngendalian pencemaran air
1} |[Melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada

lokasi yang akan dilakukan pengawasan

1 2) [Melakukan pemeriksaan sumber-sumber

pengeluaran air limbah, kompleksitas sedang

3) |[Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air
limbah, kompleksitas rendah

4) [Melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard
Operating Procedure (SOP) pengoperasian
Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
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UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH BARU JUMLAH
1 2 3 4 5 7 8
5) |Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan

sludge IPAL, kompleksitas sedang

6)

Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban
yang tercantum dalam ijin pembuangan air
limbah

7) [Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
air limbah, kompleksitas rendah

8) |Melakukan pemeriksaan sarana pengukuran
debit air limbah yang dibuang ke lingkungan
serta perhitungan beban pencemarannya

10)|Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi

air terproduksi

1

f {Melakukan pengawasan penaatan pelaksgmaan
gcngendah'an pencemaran udara

Melakukan pemeriksaan sumber-sumber
pencemaran udara, kompleksitas rendah

2)

Melakukan pemeriksaan posisi lubang
pengambilan sample emisi serta sarana
prasarana pengambilan sample

3)

Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian
pencemaran udara (scrubber, electric
precipitator, bag house), kompleksitas rendah

4)

Melakukan pemeriksaan terhadap penaatan
baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan

getaran

g |Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan
melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi

. |sumber bergerak

h |[Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
Pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau
sampah

1)

Melakukan pemeriksaan sumber-sumber
penghasil limbah padat non B3 dan/atau
sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya

2)

Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
limbah padat non B3 dan/atau sampah,
kompleksitas rendah

3)

Melakukan pemeriksaan TPA dan TPST,
pemeriksaan pengolahan sampah (a.l.
Pemilahan sampah)

i |[Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan

1)

Melakukan pemeriksaan penimbunan tanah
pada zona perakaran dan tanah/batuan

2)

Melakukan pemeriksaan pengendalian erosi

j |Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem
perairan darat

1)

Melakukan pengawasan ekosistem perairan
sity.

2)

Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
kualitas air laut

k [Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
sistem tanggap darurat :

1)

Melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas
pengelolaan limbah B3

2

Melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian
pencemaran air_

3)

Melakukan pemeriksaan di lokasi pengcndaiian
pencemaran udara

4)

Melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau
perkebunan

$)

Melakukan pemeriksaan dilokasi pesisir dan
laut

1 | Melakukan pengambilan sampel air limbah

1)

Composite sample

2)

Grab sample
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UNSUR YANG DINILAJ

NO

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAL

LAMA

BARU

JUMLAH | LAMA | BAR JUMLAH

2

3

3

] 6 7

8

Melakukan pengambilan sampel B3

1) |Composite sample

2) |Grab sample

Melakukan pengambilan sampel limbah B3

1) |Composite sample

2) {Grab sample

Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-
Situ), kompleksitas sedang

elakukan pemotretan (pengambilan sampel,
situasi pabrik, IPAL)

Pembuatan gambar sketsa

Melakukan pertemuan penutup :

1) |[Menyusun berita acara pengawasan

2) [Melakukan pertemuan penutup sebagai
anggota

Pengiriman contoh uji ke laboratorium

t

Melakukan penyusunan laporan pengawasan,
kompleksitas rendah '

Tindak lanjut pelaksanan pengawasan lingkungan
hidup

Melakukan penyusunan riwayat penaatan

b

Melakukan penyusunan konsep surat hasil
pengawasan kepada perusahaan

Melakukan penyusunan konsep surat sanksi
administrasi, teguran

Menjadi saksi :

1) |Menjadi saksi di proses penyidikan

—

2) Menjadi saksi di pengadilan

-—

Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar
pengadilan atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, kompleksitas rendah

Pengawasan tidak langsung

1

Pengolahan data, melakukan entry data laporan dari
perusahaan

2

Evaluasi laporan rutin, melakukan evaluasi laporan
yang disampaikan perusahaan

3

Rekomendasi hasil evaluasi, membuat konsep surat ke
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
tindak lanjut hasil evaluasi

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan karya tulis /karya ilmiah di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan

1

Membuat karya tulis/karya ilimiah, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan
yang dipublikasikan :

a.

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b.

Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Membuat karya tulis/karya tulis, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan
yang dipublikasikan :

&

Dalam bentuk buku

b.

Dalam bentuk makalah ilmiah

Membuat karya tulis/karya ilmiah berups tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
linglungan yang dipublikasikan :
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UNSUR YANG DINILAI
: ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL ‘TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 [ 6 7 8

a [Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b |Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIP1

4 {Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang

lingkungan yang tidak di publikasikan

pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalah

. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di

bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

hukum lingkungan yang dipublikasikan:

1 |Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b |Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan

hukum lingkungan yang tidak dipublikasikan :

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalah

Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan
pengawasan lingkungan hidup dan pcnegakan hukum
lingkungan

1 |Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknik di bidang pengawasan

lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

I

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS

A,

lin| an hidup dan penegakan hukum lingkungan

Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang pengawasan

1 |Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di

hukum lingkungan

bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan

. |Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di

bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

hukum lingkungan

1 |Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan

a {Pemarasaran

b |Pembahas/moderator/narasumber

¢ |Peserta

hidup dan penegakan hukum lingkungan

Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan lingkungan

1 |Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan sebagai :

a |Pemarasaran

b |Pembahas/moderator/narasumber

c |Peserta

Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan

funFsiona! Pengawas Lingkungan Hidup
1 |Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan

fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Memperoleh penghargaan/tanda jasa

kerjanya, tiap tanda jasa tingkat :

1 |Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas prestasi
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UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT ‘
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 7 8
a {Nasional / Internasional
b {Propinsi

[

Kabupaten / Kota

2 |Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a

30 (tiga puluh) tahun

b

20 (dua puluh) tahun

c

10 (sepuluh) tahun

F [Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

1 |Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

a

Doktor {S-3)

b

Pasca sarjana (S-2)

c

Sarjana ( S-1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas /di bawah

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak periu
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It

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

v

CATATAN PEJABAT PENGUSUL

4 dan seterusnya

{nama pejabat pengusul)

NIP:

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

4 dan seterusnya

(nama penilai I )

NIP :

...................................

(nama penilai IT )

NIP :

CATATAN KETUA TIM PENILAI

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(namay)

NIP :
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LAMPIRAN II-B

PERATURAN BERSAMA

MENTER] NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
. NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39

TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA

KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA

NOMOR :

INSTANSE § covvrerrernnecseenerernniveriireneens Masa penilaian Bulan ........ s/d ......... Tahun ...........
NO KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 INIP

3 |Nomor Seri Kartu Pegawai

4 |Tempat dan Tanggal Lahir

5 [|Jenis Kelamin

6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya

7 |Pangkat/Golongan Ruang/TMT

8 |Jabatan Pengawas Sekolah/TMT

. |Lama
9 [Masa Kerja Golongan Bora
10 |Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI .
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 , 3 3 5 3 7 8

1 |UNSUR UTAMA

1 |PENDIDIKAN

A. |Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh
| 1 |Doktor (S3)

2 [Magister (S2)

3 |Sarjana (S1)/Diploma IV

B. |Pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh
at tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 641 - 960 jam
lamanya antara 481 - 640 jam
lamanya antara 161 - 480 jam
lamanya antara 81 -160 jam

6\0:-»&».—@

lamanya antara 30 - 80 jam

C. f‘endidikan dan pelatihan prajabatan

lPendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 111
2 |PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

A |Pengawasan Langsung

1 |Persiapan pengawasan lingkungan hidup
a |Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam
rangka persiapan pengawasan, sebagai ketua

b [Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan

¢ {Menyiapkan formulir Berita Acara (BA)
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 2 6 7 8

Menyusun telaahan, peraturan perundang-
undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan
lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan

Mempersiapkan peralatan dan bahan penyelaman

-

Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin
didapat dari pengawasan

Melakukan overlay informasi hot spot dan pada
lokasi pengawasan lainnya. £

Pel

aksanaan pengawasan lingkungan hidup

Melakukan pertemuan pendahuluan sebagai
anggota : :

Memeriksa dokumen terkait dengan kewajiban
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
(AMDAL, UKL, UPL, Peijinan dan dokumen
lingkungan lainnya)

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan. .

1) IMengawasi kegiatan manufaktur, kompleksitas
rendah

2) IMengawasi kegiatan prasarana dan jasa,
kompleksitas sedang

3) [Mengawasi kegiatan agro industri,
kompleksitas sedang

4) [Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan
migas menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan, kompleksitas sedang

5) [Mengawasi kegiatan transportasi

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1) [Melakukan pemeriksaan gudang/ tempat
penyimpanan B3, kompleksitas sedang

2} |Melakukan pemeriksaan sarana transportasi
B3 .

3) jMelakukan pengawasan proses produksi B3

a) Inventoi‘y bahan yang digunakan

b) |Inventory bahan yang diproduksi

4) |Melallukan pengawasan penggunaaan B3

S) [Melakukan pengawasan peredaran B3,
kompleksitas sedang

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3

1) jMelakukan pengawasan sumber - sumber
limbah B3, komleksitas sedang

2} {Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan
limbah B3, kompleksitas sedang

: ;3)_ Melakukan pengawasan pemanfantan limbah

B3, kompleksitas sedang

4) IMelakukan pengawasan pengolahan limbah
B3, kompleksitas sedang

S5) |Melakukan pengawasan kegiatan ekspor, impor,
limbah B3

6) |[Melakukan pemeriksaan tank cleaning

7) |Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3
di laut, pemeriksaan pelaksanaan clean up
(pembersih_an tumpahan) di wilayah pesisir

8) {Melakukan pemeriksaan penimbunan limbah
B3, Land fill kelas 2
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UNSUR YANG DINILA]
ANGKA KREDIT MENURUT .
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
[ LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 .6 I 7 8

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air

1) |[Melakukan pemeriksaan sumber-sumber
pengeluaran air limbah, kompleksitas tinggi

2) {Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air
limbah, kompleksitas sedang

3) |[Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan
sludge IPAL, kompleksitas tinggi

4) [Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
air limbah, kompleksitas sedang

5) {Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan
air .

6)v Melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi
air terproduksi .

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara

1) [Melakukan pemeriksaan sumber-sumber
pencemaran udara, kompleksitas sedang

2) Mclakukaﬁ pemeriksaan posisi lubang
pengambilan sample emisi serta sarana
prasarana pengambilan sample

3) [Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian
pencemaran udara (scrubber, electric
precipitator, bag house), kompleksitas sedang

4) |[Melakukan pemeriksaan continuous emission
monitoring system {CEMS) atau hasil analisis
pemantauan emisi udara baku mutumanual
untuk melihat penaatan pada ketentuan secara
jmanual untuk melihat penataan pada
ketentuan balku mutu

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran sumber bergerak,
Melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi
kebisingan sumber bergerak

i [Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

Pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau

1)[Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
limbah padat non B3 dan/atau sampah,
kompleksitas tinggi

2) [Melalcukan pemeriksaan TPA dan TPST,
Pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi
(leacheate)

3) {Melakukan pemeriksaan pelaksanaan
Extended Produsen Responsibility (EPR)

j [Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

pengendalian kerusakan kegiatan penambangan,
dengan melakukan pemeriksaan lubang galian
tambang (kelerengan, kedalaman ratio,bukaan,
jarak)

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan

1) |[Melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan
dalam rangka penyiapan lahan

2) IMelakukan pemeriksaan sarana dan prasana
pengendalian kerusakan lahan(menara
pengawas,sedimentrap, sumber air,
peringatan dini, peralatan pemadam)

|Melakukan pengawasan penaatan bidang

keanekaragaman hayati

1) {Melakukan pemeriksaan sertifikasi

keanekaragaman hayati untuk produk

rekayasa genetika
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UNSUR YANG DINILAJ .
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAJ
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
1 2 3 4 S ] 7 8

2) [Melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen dan informasi pemasukan /
pengeluaran produk rekayasa genetik (PRG)

Melakukan pengawasan penaatan bidang
ekosistem perairan darat

1) [Melakukan pengawasan ekosistem perairan
danau /waduk

2) [Melakukan pengawasan ekosistem sungai

Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir
dan laut ,

1) [Melakukan pengawasan dan /atau
‘Ipemantauan ekosistem terumbu karang yang
mengalami kerusakan, Kompleksitas Sedang

2) {Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem padang lamun yang mengalami
kerusakan

3) [Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan

4) |Melakukan pengawasan dan atau pemantauan
ekosistem pantai yang mengalami kerusakan

5) |[Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem terumbu karang yang mengalami
pencemaran

6) |[Melakukan pengawasan dan/atau pencemaran
ekosistem padang lamun yang mengalami
pencemaran

7) [Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistemn mangrove yang mengalami
pencemaran

'8) [Melakukan pengawasan dan/atau pemantauan
ekosistem pantai yang mengalami pencemaran.

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
sistem tanggap darurat dengan melakukan
pemeriksaan dilokasi pengelolaan B3

Melakukan pengambilan sampel emisi udara

1) | Composite sample

2} |Grab sample

Melakukan pengukuran parameter di lapangan
(In-Situ), Kompleksitas tinggi

"~

Membuat rekaman audio visual

8 {Melakukan pertemuan penutup dengan

Pembuatan berita acara pengambilan sampel dan
hasil pengukuran In-Situ

Melakukan penyusunan laporan pengawasan,
Kompleksitas sedang

Tindek lanjut pelaksanan pengawasan lingkungan
hidup

a

Melakukan penyusunan konsep surat sanksi
administrasi, Paksaan pemerintah

b

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
(antara lain Penyidik)

Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar
pengadilan atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Kompleksitas sedang

Pengawasan tidak langsung

1

Pengolahan data dengan melakukan pengolahan data

Evaluasi laporan rutin dengan melakukan
pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai
peserta

JUMLAH
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UNSUR YANG DINILAI

NO

ANGKA KREDIT MENURUT. _

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INS’I‘ANSI PENGUSUL

TIM PENILAL

LAMA

JUMLAH '

LAMA

JUMLAH

2

3

BARU
3

2

BARU
B

8

3 |PENGEMBANGAN PROFESI

B

A.

Pembuatan karya tulis /karya ilmiah di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan

1 |Membuat karya tulis/karya ilimiah, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. |Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2 [Membuat karya tulis/karya tulis, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang dipublikasikan :

a. {Dalam bentuk buku

b. |Dalam bentuk makalah ilmiah

3 |Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang dipublikasikan :

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b {Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIP]

4 |Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang tidak di publikasikan

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalah

. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di

bidang pengawasan lingkungan }udup dan penegakan
hukum lingkungan

1 |Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang dipublikasikan:

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
LIPI

2 |Mencrjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang tidak dipublikasikan :

a {Dalam bentuk buku

b [Dalam bentuk makalah

Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan
pengawasan lingkungan hidup dan pcnegakan hukum

lingkungan

1 |Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknik di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

UNSUR

PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS

A.

Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum linglkungan

1 [Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

1 |Peran serta dalam seminar/lokakarya,/ konferensi/di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan
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UNSUR YANG DINILAI ‘
- ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 S [ 7 8

a |Pemarasaran

b {Pembahas/moderator/narasumber

¢ |Peserta

C |Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan lingkungan
hidup dan penegakan hukum lingkungan

| 1 |Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan sebagai :

a |Pemarasaran

b {|Pembahas/moderator/narasumber

¢ |Peserta

D |Keanggotaan dalam Him penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

1 {Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

E {Memperoleh penghargaan/tanda jasa

1 |Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas
prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat :

a |Nasional / Internasional

b |Propinsi

¢ |Kabupaten / Kota

2 |Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a|30 (ﬁga puluh) tahun

b |20 (dua puluh) tahun

¢ |10 (seputuh) tahun

F |Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

1 |Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

-]

Doktor (S-3)

o

Pasca sarjana (S-2)

(2]

Sarjana { S-1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
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1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1 Syrat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 Syrat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

3 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

CATATAN PEJABAT PENGUSUL
) RN
2 e
< JOO O
4 dan seterusnya
{jabatan)
{nama pejabat pengusul)
NIP :
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1

4 dan seteru snya e e siesenenenes

(nama penilaiI')

NIP ;
(nama penilai IT )
NIP
VI |CATATAN KETUA TIM PENILAI
T s
SO K
3 ereeeeererseen Ketua Tim Penilai

4 _dan seterusnya

(nama)

NIP:




CONTOH : .
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA

-19-

LAMPIRAN III-C

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR
39 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN ANGKA KREDITNYA

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA

NOMOR :
INStANSI ¢ cooveviereerrreesrenereirrieereeanes Masa penilaian Bulan.......... s/d ......... Tahun .........
NO KETERANGAN PERORANGAN
1 [INama
2 INTP
3 {Nomor Seri Kartu Pegawai
4 |Tempat dan Tanggal Lahir
5 |Jenis Kelamin
6 |Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya
7 |Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8 |Jabatan Pengawas Sekolah/TMT
9 [Masa Kerja Golongan I;:::
10 {Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI .
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
: LAMA ‘| BARU |JUMLAH| LAMA } BARU | JUMLAH
1 2 3 4 S 6 7 8
I |UNSUR UTAMA

1 |PENDIDIKAN

A.

Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh

1

Doktor (S3)

2

Magister {S2)

3

Sarjana (S1)/Diploma IV

. {Pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

1

lamanya lebih dari 960 jam

lamanya antara 641 - 960 jam

lamanya antara 481 - 640 jam

lamanya antara 161 - 480 jam

alsrjuln

lamanya antara 81 -160 ja.m

6

lamanya antara 30 - 80 jam

C.

Pendidikan dan pelatihan prajabatan

IPendidika.n dan pelatihan prajabatan golongan HI

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

A

Pengawasan Langsung

1

Persiapan pengawasan lingkungan hidup

a

Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap
kunjungan lapangan

b

Menyiapkan formulir Berita Acara (BA)

c

Menyusun telaahan, Kasus lingkungan hidup

Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin

didapat dari pengawasan
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UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH BARU | JUMLAH
1 2 3 4 S 7 8

Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan
pada lokasi kegiatan pengawasan dan eckosistem
yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan
di lokasi pengawasan)

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup

a

Melakukan pertemuan pendahuluan sebagai ketua

b

Pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan

kerusakan lingkungan.

1) |[Mengawasi kegiatan manufaktur, .
- lkompleksitas tinggi

2) |Mengawasi kegiatan prasarana dan jasa,
kompleksitas tinggi

3) |Mengawasi kegiatan agro industri,
kompleksitas tinggi

4) [Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan
migas menimbulkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan, kompleksitas tinggi

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1) IMelakukan pemeriksaan gudang/ tempat
penyimpanan B3, kompleksitas tinggi

2) |Melakukan pengawasan proses produksi B3,
Handling ( Penanganan bahan)

3) [Melakukan pengawasan peredaran B3,
kompleksitas tinggi

4) |[Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3

Melakukan pengawasan penaatan. pelaksanaaan
pengelolaan limbah B3

1) |Melakukan pengawasan sumber - sumber
limbah B3, kompleksitas tinggi

2) |Melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan
limbah B3, kompleksitas tinggi

3) |Melakukan pengawasan pengumpulan limbah
B3

4) {Melakukan pengawasan pemanfaatan limbah
B3, kompleksitas tinggi

5) |Melakukan pengawasan pengolahan limbah
B3, kompleksitas tinggi

6) {Melakukan pemeriksaan dumping limbah B3

7) |[Melakukan pemeriksaan Reception Facility
{RF) di pelabuhan

8) |Melakukan pengawasan lahan terkontaminasi
dan clean up limbah B3

9) |[Melakukan pengawasan tumpahan limbah B3
di laut dengan menyusun rekomendasi untuk
penghentian sumber pencemar dan
pengisolasian pencemaran

10) | Melaltukan pemeriksaan penimbunan limbah
B3

a) |[Commisioning

b) |Land fill kelas 1

11)[Melakukan pemeriksaan pasca penimbunan
limbah B3 (setelah tutup land fill)

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air

1) |[Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan
air limbah, kompleksitas tinggi

2) [Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
air limbah, kompleksitas tinggi
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UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU [JuMLAH| LAMA | BARU [ JuMLAH
1 p) 3 3 5 e 1 7 g

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara

1) |[Melakukan pemeriksaan sumber-sumber
pencemaran udara, kompleksitas tinggi

2) |Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian
pencemaran udara (scrubber, electric
precipitator, bag house), Kompleksitas tinggi

3) |Melakukan pemeriksaan kegiatan yang
menghasilkan gas buang yang tidak melalui
cerobong (fugitive emission)

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
Pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau
sampah

1) {Melakukan pemeriksaan TPA dan TPST
dengan pemeriksaan pemanfaatan gas methan

2) |[Melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan
sampah sebagai sumber energi

Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan penambangan

1) [Melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan
air tambang (pada lubang galian atau sumur
pantau terluar /lahan bekasreklamasi)

2) |Melakukan pemeriksaan kegiatan reklamasi

3) [Melakukan pemeriksaan kegiatan pasca
tambang

i [Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan

pengendalian kerusakan lahan

1) [Melakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi
kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung,
jenis dan pola tanaman)

2) [Melakukan pemeriksaan sifat tanah (erosi,
ketebalan solum, subsidensi gambut)

3) |[Melakukan pemeriksaan kegiatan pemulihan
kerusakan lahan

j [Melakukan pengawasan penaatan bidang

keanckaragaman hayati

1) [Melakukan pemeriksaan pengkajian
resiko/anslisis resiko lingkungan pada

2) |Melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam
ijin introduksi jenis asing

3) |Melakukan pemeriksaan pemanfaatan PRG

4) [Melakukan pemeriksaan pemanfaatan jenis
asing PRG

5) [Melakukan pemeriksaan pelaksanaan
pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang
telah memperoleh ijin

6) |Melakukan pemeriksaan kegiatan monitoring
dampak PRG terhadap keaneka ragaman
hayati

7) |Melakukan pemeriksaan dampak PRG
terhadap lingkungan (merujuk supplementary
protokol nagoya - kuala lumpur)

8) |Melakukan pemeriksaan pelaksanaan
pengelolaan dampak atau pemulihan jika
terbuktl terjadi dampak merugikan terhadap

9) {Melakukan pemeriksaan pelaksanaen
pengelolaan jenis asing

10) {Melakukan pemeriksaan pembangunan taman|
keanckaragaman hayati

Melakukan pengawasan penaatan bidang
ckosistem perairan darat dengan melakukan
pengawasan ekosistem rawa
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UNSUR YANG DINILA]
_ ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL . _TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 ) 5 | 6 | 7 g

1 |Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir
dan laut, dengan melakukan pengawasan dan
/atau pemantauan ckosistem terumbu karang
yang mengalami kerusakan, kompleksitas tinggi

m |Melakukan penghentian pelanggaran tertentu

m |Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua

n |[Melakukan penyusunan laporan pengawasan,
kompleksitas tinggi

Tindak lanjut pelaksanan pengawasan lingkungan
hidup

a {Melakukan penyusunan konsep surat sanksi
administrasi

1) |Pembekuan izin lingkungan

' 2) |Pencabutan izin lingkungan

b |Menjadi saksi ahli

¢ |[Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan
penyelesaian sengketa lingkungan diluar
pengadilan atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, kompleksitas tinggi

Pengawasan tidak langsung

1

Evaluasi laporan rutin dengan Melakukan
pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai
pembicara

JUMLAH

PENGEMBANGAN PROFESI

A.

Pembuatan karya tulis /karya ilmiah di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan ...

1

Membuat karya tulis/karya ilimiah, hasil penelitian,

pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan yang dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b. {Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Membuat karya tulis/karya tulis, hasil penelitian,
pengkajian, survey, dan evaluasi di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan yang dipublikasikan :

a. |Dalam bentuk buku

b. {Dalam bentuk makalah ilmiah

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjaunan
atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan yang dipublikasikan :

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional

b [Dalam bentuk makalah yang diakui oieh LIPI

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmish hasil gagasan sendiri di bidang
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan yang tidak dipublikasikan

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalah

. |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di

bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

1

Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum linglkungan yang dipublikasikan:

a |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT
NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANS] PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA { BARU |JUMLAH| LAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 S 6 7 8
Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh
b LIPI

2 |Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan yang tidak dipublikasikan :

a |Dalam bentuk buku

b |Dalam bentuk makalah

Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan
pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum
lingkungan

1 |Pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknik di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

I

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS

A.

Mengajar/melatih/tutor/ fasilitator di bidang pengawasan
lingkungan hidup dan pencgakan hukum lingkungan

1 |Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di
bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan .

1 Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/di

bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan
hukum lingkungan

a |Pemarasaran

b |[Pembahas/moderator/narasumber

¢ |Peserta

Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan lingkungan
hidup dan penegakan hukum lingkungan

1 |Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan sebagai :

a |Pemarasaran

b |Pembahas/moderator/narasumber

c |Peserta

Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

1 |Menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Memperoleh penghargaan/tanda jasa

1 {Tanda jasa/penghargaan dari pemerintah atas
prestasi kerjanya, tiap tanda jasa tingkat :

a |Nasional / Internasional

b |Propinsi

¢ |Kabupaten / Kota

2 |Penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya Satya

a |30 (tiga puluh) tahun

b |20 (dua puluh) tahun

¢}

10 (sepuluh) tahun

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

1 |Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan
bidang tugasnya

a {Doktor (S-3)

b [Pasca sarjana (S-2)

¢ |Sarjana { S-1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG




Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
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1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu




m

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1 Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan
2 Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup

3 Surat pernyataan melakukan kegjatan pengembangan profesi
4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

v

CATATAN PEJABAT PENGUSUL

4+ dan seterusnya

....................................

(nama pejabat pengusul)

NIP: ‘ :

CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI

4 dan seterusnya

{nama penilai I )

NIP:

(nama penilai I )

NIP:

CATATAN KETUA TIM PENILAI

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai

(nama)

NIP:




CONTOH
SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Nama
NIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit Kerja
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG .

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

.....................................................................................
....................................................................................

....................................................................................

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

No Uraian Kegiatan Tanggal | Satuan Hasil i‘;ﬁﬁi‘ Angka J:nmgff Kgmgﬁ/
. Kegiatan Kredit Kredit
1.
‘ 2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mcstiriya.

................ erasyssacetensterasieretisietense

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN V

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS! NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama

NIp

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sebagai berikut :

' Satuan
Hasil

No Uraian Kegiatan

Tanggal

Jumlah An Jumlah Keterangan/
Volume A fﬁ Angka | buktifisik

Kegiatan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... grecessrccasesssersarrnncsanas

Atasan Langsung

NIP



CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG ,
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit Kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

. . Jumleh
No Uraian Kegiatan Tanggal Satu'c_m V‘;i?llm e Angka JAu:;}zl K;Le;gr}iggﬁ/
Hasil Kegiatan Kredit Kredit -

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... Jeessavrerticerersrtrtrrastese

Atasan Langsung

NIP



CONTOH

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
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LAMPIRAN VII

. PERATURAN BERSAMA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG :
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

)\ 7= o o 7~ O

NIP e ise e et e aassseeas s s s aa s s e s er b ressaas

Pangkat/golongan ruang/TMT @ et e e

0 Y o Y- - ¥« Y PO U O OO PPN

UnitKema et et sae s e
Telah melakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai
berikut :

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan “J,m Angka JAu;:i(a;l K;mlg;ﬁ/

Hasil Kegiatan Kredit Kredit

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... Jeesrccasestenrrsentanrrrsrune

Atasan Langsung

NIP
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CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : / / /
INStansi : .coooviiiiiiinenniniiein Masa Penilaian : ........... s/deeiiiinninin
I KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2 |NIP
3 Nomor Seri KARPEG
4 Pangkat / Golongan Ruang / TMT
5 Tempat dan Tanggal Lahir
6 | Jenis Kelamin
7 Pendidikan Tertinggi
8 Jabatan Fungsional / TMT
9 1 Masa kerja golongan Lama
Baru
10 | Unit kerja
11 | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1 UNSUR UTAMA

A [Pendidikan

1} gelar/ijazah

Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional
2) dan memperoleh Sertifikat atau Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

3) Diklat prajabatan golongan III

B | Kegiatan pengawasan lingkungan hidup

C | Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

Hidup

Penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan

Jumlah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

I { DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM

JABATAN.....cccvvrireiniiiriiannn. / PANGKAT......c...oevviieirinierennnne /A ¥ ¥ Y
ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di : .............
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Pada tanggal : ..............
TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Pgngawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkut
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; NIP.

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

TEMBUSAN

chala

@ ap woe

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA?)
NOMOR :..oieriiinieiriiiirriniisiriiestesiiientssimnnseass s
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

MENTER]/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor: 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ...... dan Nomor ...... tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara........cccccceerurennennns dalam
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; .

-

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
39 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hldup dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor ........... dan Nomor .......cceeeveniiiierenannnene

MEMUTUSKAN:

a & 0N

Terhxtung mulai tanggal .......coevvviiiiiiiiniinans ... mengangkat Pegawai Negeri Sipil;
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Unit kerja

dari jabatan fungsional Pengawas ngkungan Hidup jenjang ke dalam jabatan
fungsional Pengawas ngkungan Hidup _);mjang .................... dengan angka kredit sebesar

poop

..................................................................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ......cccccoeennenne
pada tanggal ...................

NIP.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

]{epala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instansi yang bersangkutan;*)

. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

tor Pelayana.n Perbendaharaan Ncgara/ Kepala Biro/Bagian Keunangan Daerah
%bersangkutan,

Pc_] at instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

DARI
KEPADA YTH.
ALAMAT
TANGGAL

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama

NIP

Pangkat/Gol. ruang

Jabatan

Unit kerja
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah .......ccccenninn. tahun menduduki jabatan ................. tetapi
belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumliah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor ............ccceeeiennns dan Nomor ....c.ccoveeeernninininnees tanggal ............... diminta
agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan,

Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di tovc.ccueerenienrannnenens
Pada tanggal :

NIP.

Tembusan ;

arLN&-

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
Kepala Biro/Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
Pimpinan unit kerja Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;
Pejabat lain yang dipandang perlu.

*} Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG '

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

: KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR i es s era s
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembus

bl dbat ko

MENTER!/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

a. bahwa Saudara ............. NIP oeiens pangkat/golongan ruang ............ , terhitung mulai
tanggal......... dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas ngkungan Hidup
karena .....ccovevevniniiiiiinininiin **);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dipandang perlu untuk
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 scbagaimana telah diubah dengan Undang-
~ undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomeor 39 Tahun 2011;

5. Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor........c..cceauvnene. dan Nomor ......ooveveriiiiiniecrinninnnnnnnnns ;

MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal ............cccvvceeriorienenconinecnrsarenenseennnies membebaskan sementara
Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama D eereeecreerertieri e sttt e b b s s o b ena s set e basenens
b. NIP D ettt e er e era e st a b s e e e s et araresaarnsranes

c. Pangkat/golongan D teetrtieieacenteninretatsberan ettt sh e s resresa st s reeernesanranas
ruang/TMT

d.  Unit kerja L tiemeersnireraaieraieeeietieebent e tra st restasttarasnarnetantnererenen
Dari jabatan ............... dengan angka kredit sebesar............ccccuenu..n.. (connrrerensennennnnns )
Saudara............. dapat diangkat kembali dalam jabatan............ apabila telah ......

Apabila kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ....ceveeveveierereriennnen.
Pada Tanggal : .....cc.ccoevremmmnmennnes

NIP.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Kepala BKN/Kantor ch:onal BKN yang bcrsangkutan,*)

Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menctapkan Angka Kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Bagian Keuangan Dacrah yang bersangkutan *)
Pe¢jabat instansi lain yang berkepentingan; '

*) Coret yang 'adak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
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LAMPIRAN XI1

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan ;

O hubm

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

bahwa sebagaimana Pasal 36 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali
Sandara .....cceeeeeineriernneennane. dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan deup

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang '
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah dxubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menten Negara Lingkungan Hldup dan Kepala Badan Kepegawaxan
Negara Nomor...........cceuvueenee dan NOMOT .....cccvivevenrerierenracreennnes H

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ......cceevieriierierenirsteniiiniietiniiins srertiietcerssrieresiterseesssisessossonee errerenerrenes
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sxpxl
a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT

d. Unit kerja

Dalam jabatan..............ceeve..... dengan angka kredit sebesar.........ooeiiiniiennnn.

..........................................................................................................................................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dladakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di f...ccveireeirinnnnnes
Pada Tanggal :.......cccceeeerenneenne

NIP.

Menteri Negara Lingkungan Hidup*)

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan.”)

Pejabat msta.nsx lain yang berkepentingan.

*) Co;:et yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
MENTERI/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :nvoeverevrrerenssisessasssenesssssssesesens
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

Menimbang : 1.

Mengingat : 1.

Menetapkan

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

bahwa Saudara...........NIP...... jabatan........... pangkat/golongan
ruang.......... terhitung mulai tanggal......... tela.h dxjatuhx hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
Nomor.........ueeue tanggal.......... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) sejak dibebaskan sementara*);

bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubaﬁ dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah dxubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2011;

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara NOmMOT.....coconrmrirsmnees dan Nomor

MEMUTUSKAN :

PERTAMA Terhitung mulai tanggal .............. memberhentikan dengan hormat dari jabatan fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup:

a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
KEDUA TR O O O OO U
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;*)

4.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala Kantor Pclayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN
2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

TENTANG

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
S.

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Kepala BKN/Kantor

Kepala Kantor Pe
bersangkutan.

o vpLbe

*) Coret yang txda.k perlu

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

bahwa Saudara ................ NIP ...cccvevenenn dengan Keputusan .......... Nomor .........
tanggal ........... terhitung mulai tanggal .......... Telah ditugaskan melakukan kegiatan
pada ............:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaa.n Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2011, dipandang perlu menetapkan keputusan
penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011;
Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor..........ccceenenns dan NOmOT ......c.vcrmeienninniinienneann, ;
MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ........... , mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan ................. dengan angka lcrcdlt scbesar ..

..........................................................................................................................

Apabxla kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan d1adakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. i

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

NIP.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Regional BKN yang bersangkutan; *)

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersan tan;*
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; g yang bersanglutan;?)

layanan Perbendaharaan Negara/KepaJa Biro atau Bagian' Keuangan Daerah yang

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



